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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, meletakkan dasar 

pengaturan kehidupan warga negara atau masyarakat oleh hukum. Menurut Pasal 

3 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

dimana merupakan penggunaan sumber daya alam dan ekonomi, berbunyi ”Bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.  

Begitupula dasar falsafah  penguasaan  mineral dan batubara dalam Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanga Mineral dan Batubara 

(selanjutnya UU Minerba) bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 

1945. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-undang minerba, bahwa 

mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan 

kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

rakyat. Namun untuk pengelollaanya diserahkan kepada Pemerintah Pusat. 

 Di Indolnesia, penggo llolngan bahan galian dapat dilihat dalam Undang-

undang No l 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Po lkolk Pertambangan., 

bahan galian dibagi atas tiga go llolngan antara lain go llolngan bahan galian strategis 

(gollolngan A), gollolngan bahan galian fital (go llolngan B), gollolngan bahan galian 
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yang  tidak termasuk dalam go llolngan A atau B.1 Selanjutnya Undang-undang Nol 

11 Tahun 1967 ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah tentang 

penggollan bahan galian antara lain, go llolngan bahan galian yang strategis 

termasuk  minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, 

antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, tho lrium dan bahan-bahan 

galian radiolaktip lainnya, nikel, ko lbalt, timah.  

 Pasal 35 Undang-undang No l 4 Tahun 2009 tentang Minerbla, mengatakan 

blahwa usaha pertamb langan dilaksanakan dalam b lentuk IUP,IPR, dan IUPK. Pasal 

36 ayat (1) IUP dib lerikan o lleh blupati/waliko lta apab lila WIUP b lerada di dalarn 

satu wilayah kab lupaten/ ko lta, gublernur apab lila WIUP b lerada pada lintas wilayah 

kablupaten/kolta dalam 1 (satu) pro lvinsi setelah mendapatkan reko lmendasi dari 

blupati/walikolta setempat sesuai dengan ke ltelntuan pelraturan pelrundang-undangan 

dan gub lelrnur apablila WIUP blelrada pada lintas wilayah kab lupateln/kolta dalam 1 

(satu) pro lvinsi seltellah melndapatkan relkolmelndasi dari blupati/walikolta seltelmpat 

selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang undangan dan Me lntelri apablila 

WIUP b lelrada pada lintas wilayah pro lvinsi se ltellah me lndapatkan relkolmelndasi dari 

gublelrnur dan b lupati/waliko lta seltelmpat selsuai delngan keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan, Pasal 67 me lngatakan b lahwa Untuk me lmpelrollelh IPR wajibl 

melnyampaikan surat pe lrmolholnan kelpada B Lupati/Walikolta, kelmudian 

kelwelnangan melmblelrikan IUPK dib lelrikan ollelh Melntelri. 

 

       1 Undang-undang Nol 11 Pasal 3 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Po lkolk 

Pertambangan 
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 Pelmelrintah tellah me llakukan Relvisi telrhadap Pasal 35 Undang-undang 

Minelrbla dinyatakan blahwa usaha pelrtamb langan dilaksanakan b lelrdasarkan 

pelrizinan blelrusaha dari Pelmelrintah Pusat, Izin yang dimaksud antara lain IUP, 

IUPK, IUPK se lblagai Kellanjutan O Lpelrasi KolntraklPelrjanjian, IPR,SIPBL, Izin 

Pelnugasan, Izin pelngangkutan dan pelnjualan, IUJP, IUP untuk pe lnjualan. 

 Izin se lblagaimana dimaksud diatas me lnjadi wewenang Pelmelrintah Pusat 

dapat didellelgasikan kelwelnangan pelmblelrian pelrizinan b lelrusaha kelpada 

Pelmelrintah Daelrah Pro lvinsi. Namun, fakta yang te lrjadi saat ini me lnunjukkan 

blanyaknya pelrmasalahan, BLanyaknya pelrizinan pe lrtamblangan yang dikelluarkan 

blelrdampak se lrius telrhadap b lelrblagai hal selpelrti, blanyaknya alih fungsi lahan hutan 

melnjadi lahan tamb lang blelrakiblat pada rusaknya hutan dan pe lncelmaran 

lingkungan paska pelnamb langan tidak ditindaklanjuti delngan relklamasi tamblang, 

tumpang tindih lahan te lrjadi di se lktolr pelrtamblangan delngan selktolr lain se lrta tidak 

maksimalnya pelndapatan nelgara dari selktolr pajak maupun no ln pajak karelna 

praktelk manipulasi dan kolrupsi pada pelngellollaan pelrtamblangan.2 

 Salah satu colnto lh kasus telrjadi pada gublelrnur Sulawelsi Telnggara o llelh Nur 

Alam, dikeltahui Nur Alam me llakukan pelrbluatan me llawan hukum dalam 

melmblelrikan pelrseltujuan pelncadangan wilayah pe lncadangan, pelrseltujuan izin 

usaha pelrtamblangan (IUP) elksplolrasi. Ke lmudian, pe lrseltujuan pelningkatan IUP 

elksplolrasi melnjadi IUP o lpelrasi pro lduksi kelpada PT Anuge lrah Harisma BLarakah.  

 

       2 Muhammad Fikri Putrajaya, Undang-undang Minelrb la Untuk Siapa. Prolgram S1 Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Univelrsitas Dipo lnelgolrol 
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Majellis hakim pelngadilan tindak pidana ko lrupsi Jakarta me lnjatuhkan volnis 15 

tahun pelnjara dan delnda Rp1.000,000.000,003. 

 Melrujuk pada Pasal 165 Undang-undang No 2 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara melnyelblutkan blahwa “Seltiap olrang yang 

melngelluarkan IUP, IPR, atau IUPK  yang blelrtelntangan delngan Undang-Undang 

ini dan me lnyalahgunakan kelwelnangannya diblelri sanksi pidana paling lama 2 

(dua) tahun pelnjara dan de lnda paling b lanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah), dalam pelnjellasan Pasal 165 yang dimaksud delngan se ltiap olrang adalah 

peljablat yang melnelrblitkan IUP, IPR, atau IUPK 

 Pelmelrintah tellah me llakukan pelrublahan dib lidang Minelrbla, salah satunya 

telrmasuk pengahapusan Pasal 165 Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi ”dihapus". Selcara sub lstansi 

Undang-undang Minelrbla melngandung keltidakadilan karelna blellum melnjadikan 

peljablat pelmelrintah se lblagai sasaran ancaman pidana, padahal jika dilihat re lalitas 

yang telrjadi, we lwelnang peljablat yang blelgitu blelsar sangat re lntan untuk mellakukan 

pellanggaran telrhadap Undang-undang Minelrbla. Pe lnelgak hukum se lringkali 

”melminjam” sanksi pidana yang ada dalam Undang-undang Tipiko lr, melmang 

tidak se lpelnuhnya kelsalahan telrselblut ditimpahkan ke lpada aparat pe lnelgak hukum 

karelna melmang selcara no lrmatif dicab lut telntang keltelntuadn sanksi pidana 

telrselblut. 

 

       3  Putusan Nol.16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI 
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 Penyalahgunaan wewenang merupakan suatu kebijakan yang diberikan 

suatu pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya 

tidak sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh pejabat tersebut sehingga 

menyimpang dari wewenang tersebut,4 sehingga kelkolsolngan hukum yang 

blelrdampak pada penyalahgunaan pelmelrintah dalam me lmblelrikan izin Minelrbla 

akan terjadi kesewenang wenangan. Pelnghapusan pasal ini sangat 

melngelsampingkan kelpelntingan masyarakat karelna delngan telrhapusnya pasal ini 

masyarakat tidak me lmiliki landasan hukum b lagi peljablat yang se lmelna-melna 

dalam  melngamblil kelputusan. 

BLelrdasarkan hal-hal telrselblut diatas, maka pe lnulis telrtarik untuk 

mellakukan pelnellitian de lngan judul “Pelniadan Sanksi Pidana Telrhadap Peljab lat 

yang Melnyalahgunakan wewenang dalam Pelmblelrian Izin dalam Undang-undang 

Nolmolr 3 Tahun 2020 telntang Pelrublahan atas Undang-undang No l 4 Tahun 2009 

telntang Pelrtamblangan Minelral dan BLatublara”. 

 1.2. Rumusan Masalah 

BLelrdasarkan latar blellakang masalah yang tellah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yaitu blagaimanakah sanksi pidana te lrhadap peljablat 

pelnyalahgunaan wewenang dalam pelmbelrian izin usaha dalam Undang-undang 

No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

 

       4 A’an ELfelndi, “Intelrpreltasi Mo ldelrn Makna Melnyalahgunakan Welwelnang dalam Tindak 

Pidana Kolrupsi”, Jurnal Yudisial, voll.12 (2019). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

BLelrdasrkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah 

untuk melngeltahui sanksi pidana telrhadap peljab lat yang melnyalahgunakan 

wewenang dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Pelnellitian ini diharapkan dapat b lelrmanfaat se lblagai kajian yang luas dan 

melnyelluruh blelrkaitan delngan tanggungjawabl peljablat atas pelmblelrian izin 

pelrtamblangan minelral dan b latublara yang b lelrdampak telrhadap lingkungan. Se llain 

itu, pelnellitian ini juga diharapkan dapat b lelrmanfaat se lblagai blahan relfrelnsi ilmiah 

blagi kelgiatan studi hukum lingkungan khususnya pe lrtamb langan minelral dan 

blatublara di Indo lnelsia. Dua hal yang diharapkan dapat dipe lrollelh dalam pelnellitian 

ini, yaitu: 

1. Manfaat Telolritis 

Hasil Pe lnellitian ini diharapkan dapat me lmb lelrikan manfaat dan masukan 

dalam melnamblah ilmu pe lngeltahuan dan litelraturel dalam dunia akade lmis, 

khususnya hal-hal yang b lelrhublungan delngan sanksi pe ljab lat dalam Undang-

undang No l 3 Tahun 2020 telntang Pelrublahan atas Undang-undang No l 4 Tahun 

2009 telntang Pelrtamb langan Minelral dan BLatublara.  

2. Manfaat Selcara Praktis 

a. BLagi Pelmelrintah 
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Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat me lnjadi relfelrelnsi dan pelrtimblangan 

kelpada peljab lat telrkait yang b lelrwelnang untuk me lmbluat pelraturan pelrundang-

undangan di b lidang pe lrtamblangan agar tidak me lnguntungkan satu pihak dan 

melrugikan pihak lain kare lna suatu undang-undang dib luat untuk ke lblaikan blelrsama 

delmi Nelgara yang seljahtelra dan makmur. 

b. BLagi Pellaku Usaha Pelrtamblangan 

Minelral dan b latublara melmang sangat melnghasilkan pundi-pundi rupiah dari 

selgi elkolnolmi. Akan tetapi, dari se lgi lingkungan pe lnamblangan yang dilakukan 

telrus melnelrus tanpa pelmblatasan akan me lnghabliskan se lluruh kelkayaan alam. 

Pelnellitian ini diharapkan melnjadi pelrtimblangan b lahwa keltika mellakukan 

pelnamblangan tidak hanya me llihat dari aspe lk matelri dan untung se lmata. namun 

juga mellihat lelblih jauh jikalau pe lrtamblangan itu sudah pasti me lrusak lingkungan 

dan melnghabliskan sumb lelr daya alam apablila digelrus te lrus-melnelrus. 

1.5. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Nol Pelnellitian 

Selblellumnya 

Judul Pelnellitian Pelmblahasan Kolrellasi De lngan 

Pelnellitian Ini 

1 Delwi 

Anggraelni 

Sianipar, 

skripsi, 

Fakultas Ilmu 

Hukum 

Univelrsitas 

Atma Jaya 

Yolgyakarta, 

2020 

Implikasi UU Nol. 3 

Tahun 2020 Me lngelnai 

Pelrublahan Atas 

Undang-Undang 

Nolmolr 4 Tahun 2009 

Telntang Pelrtamblangan 

Minelral dan BLatublara 

Telrhadap 

Pelrtanggungjawablan 

Pelrusahaan 

Pelrtamblangan telrhadap 

Kelrusakan Lingkungan 

Hidup 

Melngelnai 

pelrtanggung 

jawab lan 

kelrusakan 

lingkuangan 

hidup se lsuai 

undang-undang 

pelrtamblangan 

Minelral dan 

B latublara 

Pelnellitian 

skripsi ini 

blelrmanfaat b lagi 

pelnulis telrkait 

pelniadaan 

sanksi pidana 

blagi peljablat 

yang 

melmblelrikan 

welwelnang 

pelmblelrian izin 

pelrtamblangan 

minelral dan 

BLatublara 
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2 Rinnol Riol 

Prisatiol, 

Skripsi, 

Fakultas 

Hukum 

Univelrsitas 

Katollik 

Parahyangan 

BLandung, 

2017 

Tinjaun Yuridis telntang 

Pelrtanggungjawablan 

Pidana Telrhadap 

Kelrusakan Lingkungan 

Dalam Ke lgiatan 

Pelngellollaan 

Pelrtamblangan BLatublara 

di Indolnelsia 

Melngelnai 

pelrtanggungjawab l

an pidana b lagi 

pelrusak 

lingkungan 

dalamkelgiatan 

pelrtamblangan 

b latublara 

Pelnellitian 

skripsi ini 

melngelnai pelran 

peljablat dan 

sanksi b lagi 

peljablat yang 

melnyalahgunaka

n 

kelwelnangannya 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang digunakan adalah pe lnellitian hukum no lrmatif (lelgal 

relselarch). Pelnellitian hukum no lrmatif yaitu pelnellitian Undang-undang yang 

telrtulis untuk melngkaji se lbluah isu hukum delngan melnelliti yang difo lkuskan pada 

hukum po lsitif.5 Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif 

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.6 

1.6.2. Pendekatan Penelitian 

Meltoldel pelndelkatan adalah pelndelkatan pelrundang-undangan (Statue l 

Appro lach) artinya melnellaah dan melngkaji selmua undang-undang dan relgulasi 

blelsangkut paut delngan pelrmasalahan atau isu hukumyang ditangani.7 

 
5 Jholny Iblrahim, Telolri dan Meltoldellolgi Pelnellitian Hukum Nolrmatif (Malang: BLayumeldia 

Publlishing, 2007), 294-295. 

       6 Peltelr Mahmud Marzuki, Pelnellitian HukumELdisi Relvisi (Jakarta: Prelnada Meldia Grolup, 

2016), 133. 

       7 Ibid. hlm 35. 
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1.6.3. Bahan Hukum 

 Pelngumpulan b lahan hukum dalam pe lnellitian yang b lelrsifat no lrmatif, 

delngan cara melnelliti b lahan hukum primelr, blahan hukum se lkundelr dan blahan 

hukum lainnya yang b lelrkaitan delngan pelnellitian ini. B Lahan hukum pelnellitian ini 

antara lain: 

A. BLahan Hukum Primelr  

BLahan hukum prime lr yaitu b lahan hukum auto lritatif, me lmpunyai oltolritas. 

BLahan hukum prime lr telrdiri dari pelrundang-undangan, catatan re lsmi atau risalah 

dalam pelmbluatan pelrundang-undangan8. Adapun b lahan hukum prime lr yang 

digunakan se lblagai b lelrikut: 

a) Undang-undang Dasar Ne lgara Relpubllik Indolnelsia Tahun 1945 

b) Undang-undang No lmolr 4 Tahun 2009 telntang Pe lrtamblangan Minelral dan 

BLatublara 

c) Undang-undang Relpubllik Indolnelsia Nol 3 Tahun 2020 telntang Pe lrublahan Atas 

Undang Undang No l 4 Tahun 2009 telntang Pelrtamblangan Minelral dan 

BLatublara  

B. BLahan Hukum Selkundelr   

BLahan hukum se lkundelr antara lain BLuku hukum telrmasuk skripsi, telsis, 

diselrtasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, se llain itu antara lain kamus hukum dan 

putusan pelngadilan.9 BLahan hukum se lkundelr yang digunakan  dalam pe lnellitian 

ini ialah b luku dan litelrasi atau litelratur lainnya yang b lelrkaitan delngan pelniadaan 

 

       8 OLp.Cit.hlm 181 

       9 Iblid. hlm. 195 
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sanksi pidana telrhadap peljablat yang melnyalahgunakan wewenang dalam 

pelmblelrian izin pelrtamb langan. 
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